
Menimbang:

Mengingat :

SALINAN

BUPATI MOROWALI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NoMoR .?...raHuN .4919

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola

pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada

masyarakat, perlu didukung suatu sistem teknologi

informasi dan komunikasi yang terpadu;

bahwa teknologi informasi dan komunikasi memberikan

kemudahan dalam membangun informasi dan komunikasi

bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

bahwa untuk memberikan penguatan regulasi, arah dan

landasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis

Teknologi Informasi dan komunikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;

a.

b.

c.

d.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba}:an Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

Menetapkan :

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEI{YELENGGARAAN

PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang

lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non

elektronik.
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2. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan

komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk da_lam pemrosesan,

pengarsipan dan penyebaran informasi.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya

disebut e- Gouentment adalah pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelengga_razrn

pemerintahan.

4. Pengelola e-Gouentment adalah unit pengelola e-gouernment dan pengelola

website pemerintah daerah dan media.

5. Pusat Media dan Data Kabupaten adalah wahana pelayanan informasi

kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi,

untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah,

khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan

mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari

upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang

akurat, cepat, mudah dan te{algkau.
6. Data Centre adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan

sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan

penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

7. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari

akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau

penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

8. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah

Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan

dalam berkomunikasi melalui intemet, berupa kode atau susunan

karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam

intemet.

9. Rencana Ind:uk e-Gouernment selanjutnya disebut Rencana Induk adalah

dokumen perencanaan Daerah yang berisi standarisasi dan perencanaan

umum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis

teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

10. Rencana Implementasi Penyelenggaraan e-Gouernment selanjutnya

disebut Rencana Implementasi adalah dokumen perencanaan daerah

yang mempakan penjabaran teknis dari dokumen Rencala Induk.
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11.

t2.

13.

t4.

Daerah adalah Kabupaten Morowali.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Morowali.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahal oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dal prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau

lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala

Daerah dalam rangka penyelenggaraan p€merintahan.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

15.

16.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. penyelenggaraan e-Gouentment ;

b. pengelolaan narna domain di lingkup Pemerintah;

c. pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;

d. kemitraan dan Peran Masyarakat serta Dunia Usaha;

e. pembinaan, pengawasan, dan Pengendalian; dan

f. pembiayaan.

BAB II

PEI{YELENGGARAAN E.GOIIERIVMDNT

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyelenggaraat e-Gouernment
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Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah men5rusun Rencana Induk penyelenggaraan

pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan Rencana

Implementasi sebagai pelaksana dari Rencana Induk.



(2) Rencana Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat

antara lain:

a. data Centre;

b. integrasi aplikasi dan sistem;

c. ekspansi dan peningkatan layanan jaringan; dan

d. pengembangan sumber daya manusia.

(1) memuat

Pasal 4

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan

komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (l) ditindaklanjuti oleh

setiap PD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik,
yang dilakukan dengan ketentuan:

a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada rencana induk penyelenggaraan

pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah; dan

c. mengedepankan partisipasi masyarakat.

Pasal 5

Pelaksarraan rencana induk dan rencana implementasi dilakukan:

a. secara terkoordinasi antara dinas dengan PD; dan

b. dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi

Pasal 6

(1) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk

mendukung e-Gouernment .

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua

perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang disiapkan oleh

Pemerintah Daerah.

(3) Perangkat teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. perangkat keras;

b. perangkat pusat data;

c. peralgkat jaringan data dan komunikasi; dan

d. saluran data.
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(4) Perangkat teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai
dengan huruf d dikelola oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 8

(l) Dafam membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1), PD harus memperhatikan ketentuan sebagai

berikut :

a. prioritas kebutuhan;

b. integrasi data dan sistem informasi; dan

c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.

(2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Penempatan aplikasi PD berada pada data centre yar,g dikelola oleh Dinas.

(2) Tata cara penempatan aplikasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memperhatikan kebijakan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan e'Gouemment

Pasal 10

(1) Pengelola infrastruktur dan aplikasi merupakan aparatur sipil negara dan

pegawai harian lepas yang berasal dari PD.

(2) Pengelola infrastruktur dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan :

a. insentif berupa tunjangan khusus; dan

b. pengembangan komPetensi.
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Pasal 7

(f ) Aplikasi merupakan perangkat lunak pendukung e-Gouernment.

(2) Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disesuaikan

dengan tugas dan fungsi PD.

(3) Aplikasi terkait tugas dan fungsi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus mengacu pada rencara induk dan Rencana Implementasi.



(3) Ketentuan mengenai penunjukan pengelola infrastruktur dan/atau
aplikasi diusulkan oleh pimpinan PD dan ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Bagian Kelima

Keamanan Informasi

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi sistem informasi

untuk kepentingan intemal dan eksternal dengan memperhatikan

keamanan penerapan komunikasi dan informatika.

(2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan

e-Gouernment pada PD harus memenuhi standar interoperabilitas dan

standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan

e-Gouernment pada pemerintah daerah harus mela-lui proses a,ssesment.

Pasal 12

Dinas harus mengelola sistem keamanan dan jaringan untuk terjaminnya

keamanan informasi pemerintah daerah yang bersifat rahasia dan strategis.

BAB III

PENGELOLAAN DOMAIN

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan nama dal sub domain melalui

Dinas.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan nama domain dan sub domain

sebagaimala dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
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BAB IV

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 14

(l) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana

komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:

a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala

kabupaten;

b. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah skala kabupaten;

c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Daerah; dan

d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala

komunikasi.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penetapan standarisasi

penyelenggaraan sarana komunikasi dal informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peratural Bupati.

Pasal 15

(l) Pemerintah daerah wajib membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat

layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak

masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan

mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan

publik.

(2) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah harus mendayagunakan dan

melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan

informasi dan komunikasi publik.

BAB V

KEMITRAAN

Pasal 16

(1) Pemerintah Daera-h dapat bekerjasama dengan Pemerintah

Kabupaten/ Kota dalam hal pengelolaan informasi.

(2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan

informatika, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan

perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan

teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia'
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(3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam
penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA

Pasal 17

(1) Peran serta masyarakat darr dunia usaha dalam penyelenggaraan

komunikasi dan informatika meliputi:

a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan

teknologi komunikasi dan informatika;

b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah

Daerah;

c. membantu menyebarluaskan informasi; dan

d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan

teknologi komunikasi dan informatika.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

secara perorangan maupun kelompok.

(3) Ketentuan mengenai keda sarna dunia usaha da-lam penyediaan

infrastruktur dan penyebarluasan informasi diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika melakukan :

a. pembinaan;

b. pengawasan; dan

c. pengendalian.
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Bagian Kedua

Pembinaan

(1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi:

a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan

informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan

informatika;

b. pengelolaan laman daring dengan domain Pemerintah Daerah;

c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan

d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:

a. koordinasi secara berkala;

b. pemberian bimbingan dan supervisi;

c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. evaluasi penyelenggaraan pelayanaan komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 20

(1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika oleh Dinas

dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan perangkat daerah lainnya sesuai

kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliPuti:

a. pengawasan preventif; dan

b. pengawasan rePresif.

(3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

meliputi:

a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarkat;

b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan

c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan'
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(4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 2 1

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilaksanakan

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

PasaT 22

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan

Komunikasi bersumber dari :

a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau

b. sumber lain yalg sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling

lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan'
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Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Morowa-li.

Ditetapkan di Bungku

pada tanggal I AWL 26t9

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku

pada tanggal 2 r'qfi1 ?Dq

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MOROWALI,

MOH JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR.??

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI

TENGAH.*L 6z /2o\g

Sa,linan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

BAHDIN BAID S.H. M.H
Pembina,lV/a
NrP. 19820602 200604 t OO5

ttd

L2



PENJEI-ASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NoMoR ..2...raHuu .*?!9

TENTANG

TENTANG PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses

Pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan ehsiensi, efektifrtas,

tranparansi, dan akuntabilitas. Penerapan teknologi informasi dan

komunikasi yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi

menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik

perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Tanpa bantuan teknologi informasi dan komunikasi, dalam upaya

untuk mendapatkan layanan maupun pemberian partisipasi, maka

masyarakat dan dunia usaha perlu mengunjungi instansi yang

bersangkutan. Dalam hal sebuah layanan melibatkan lebih dari satu

instansi maka masyarakat dan dunia usaha seringkali harus meluangkan

lebih banyak waktu dan biaya untuk berkunjung dari satu OPD ke OPD

lainnya. Waktu proses menjadi lebih lama jika semua proses masih

dilakukan secara mzrnual tanpa memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi.

Keharusan untuk berkunjung dari satu OPD ke OPD lainnya akan

menjadi lebih berkurang jika tersedia sebuah pusat data terintegrasi yang

menyimpan sebagian besar data yang dibutuhkan untuk pengeksekusian

proses dari sebuah layanan, sehingga bukan lagi orang yang be{alan dari

satu instansi ke instansi melainkan informasi yang diperlukan. Selain

masyarakat dan dunia usaha, implementasi egouernmentjuga akan sangat

membantu aparatur pemerintah dan instalsi dalam proses administrasi

umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan,

dan administrasi kepegawaian. Kumpulan peraturan-peraturan yang
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ada juga dapat dipusatkan di manajemen dokumen elektronik untuk
memperrnudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan.

Maksud Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi

dan Komunikasi adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat

untuk mengakses informasi dan komunikasi dari Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasa 1 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasa 1 7

Cukup Jelas

Pasa 1 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.
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Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Yang dimaksud dengan standar Interoperabilitas adalah

pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau

lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan

menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

Ayat (s)

Yalg dimaksud dengan proses assesment adalah proses

pemeriksaan kesesuaian fungsi aplikasi yang digunalan,

berupa pengumpulan informasi, data dan bahan sebagai

bahan dalam pengambilan keputusan untuk

memperbaiki proses dan hasil.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 2 1

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019

NoMoR ..9.ys
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